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Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengungkap berbagai masalah
penelitian yaitu, bagaimana Peranan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan Makan Bergizi Gratis di
pematang siantar dan sudah sejauh mana penyaluran MBG di sekolah yang ada di Pematang Siantar. beserta faktor
pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi
dari informan yang dianggap relevan seprti kepala dinas pendidikan, anak sekolah sebagai sasaran MBG dan
masyarakat sebagai pelaksanan dan orang tua Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
Kebijakan Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Faktor pendukungnya adalah 1)
kebijakan pemerintah, 2) kebijakan satuan Pendidikan, Faktor penghambat antara lain, keterlambatan distribusi
makanan dari dapur penyedia makanan menuju sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah seperti
tempat penyimpanan makanan dan alat makan bagi siswa. Pelaksanaan program MBG di Kota Pematangsiantar
juga masih belum merata karena belum seluruh sekolah dapat menerima manfaat dari program tersebut. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan jumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah
beroperasi serta proses pembangunan fasilitas pendukung yang masih berlangsung.Berdasarkan hasil penelitian,
maka rekomendasi yang diberikan bahwa Dinas Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah diharapkan
dapat terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan mengelola proses pembagian makanan secara tertib
dan terorganisir. Penyedia makanan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam proses pendistribusian
makanan ke sekolah serta memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi
dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis; pengawasan, implementasi kebijakan

Abstract

The purpose of this paper is to identify, describe, and uncover various research issues, namely the role of the
Education Office in overseeing the Free Nutritious Meal Program in Pematang Siantar and the extent of MBG
distribution in schools in Pematang Siantar, along with supporting and inhibiting factors. The method used is a
qualitative approach, with information sources from relevant informants such as the head of the education office,
school children as the target of the MBG, the community as the implementers, and parents of students. The results
indicate that the implementation of the Free Nutritious Meal Policy has been in effect since early 2025. Supporting
factors include 1) government policy, 2) education unit policy. Inhibiting factors include delays in food distribution
from food pantries to schools, and limited supporting facilities in schools, such as food storage and cutlery for
students. The implementation of the MBG program in Pematang Siantar City is also still uneven, as not all schools
have benefited from the program. This is due to the limited number of operational food pantries or Nutrition
Fulfillment Service Units, as well as the ongoing construction of supporting facilities. Based on the research
results, the recommendation is that the Education Olffice improve coordination and oversight of the MBG
program's implementation in beneficiary schools. Schools are expected to continue supporting the MBG program
by managing the food distribution process in an orderly and organized manner. Food providers are expected to
improve the timeliness of food distribution to schools and ensure that the food provided to students meets
nutritional and food safety standards in accordance with established regulations.

Keywords: Free Nutritious Meals, supervision; policy implementation
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa.
Keberhasilan pembangunan pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
pada gilirannya menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing bangsa. Jenjang pendidikan
dasar, khususnya sekolah dasar, menjadi pondasi awal dalam membentuk kompetensi akademik,
keterampilan hidup, serta karakter peserta didik. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan
dasar harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam kerangka
otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan
urusan pendidikan dasar, termasuk pembinaan sekolah dasar.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratos (MBG) tahun
2025. Pelaksanaan program dilaksanakan Senin, 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) dan dilalakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik
sekolah. Pemerintah menargetkan pemberian Makan Bergizi Gratis untuk 15 hingga 20 juta penerima
manfaat tahun ini, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengabh,
balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (Harsono, 2025).

Dinas Pendidikan merupakan salah satu institusi pemerintahan yang khusus mengurusi masalah
Pendidikan di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat bertentangan dengan
pendidikan, dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan Negara (Zulrahman, n.d.).

Realisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar, hanya
mampu melayani 2.802 siswa SD dan SMP. Sisanya jauh lebih besar, belum menikmati program
Presiden RI tersebut. Untuk memenuhi makanan bergizi 2.802 siswa (penerima manfaat), disebut, masih
dilayani satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan tingginya tingkat anak tidak sekolah serta
rendahnya capaian nutrisi pada kelompok rentan, seperti anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil.
Masalah ini menegaskan perlunya intervensi yang tidak sektoral dan terfragmentasi, melainkan berbasis
pendekatan holistik yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
secara simultan. MBG hadir sebagai solusi intersektoral yang menjawab tantangan tersebut melalui
pemberian makanan bergizi langsung di sekolah, yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi
juga memperkuat kehadiran siswa, retensi pendidikan, dan pemerataan kesempatan belajar. Dalam
jangka panjang, program ini memiliki potensi besar sebagai investasi sosial negara yang mendukung
tumbuhnya generasi produktif dan kompetitif di tengah dinamika global.

Upaya memperbaiki kebijakan MBG perlu untuk dilakukan agar pelaksanaannya lebih baik lagi di
masa yang akan datang yang diharapkan akan sejalan dengan tujuan yang telah disusun di tahap
perencanaan kebijakan. Adapun upaya perbaikan kebijakan MBG antara lain meliputi perbaikan
regulasi yang harus komprehensif, perbaikan pelaksanaan di lapangan, membangun sistem monitoring
dan evaluasi yang jelas, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan
program MBG di SD. NEGERI No.122380, JI. Kain Suji. Kec. Siantar Utara. Dan melihat seberapa
penting peran Dinas Pendidikan di Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan pelaksanaan
program MBG di Sekolah Dasar ini. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa MBG memberikan
pengaruh yang baik terhadap status gizi anak, termasuk penurunan angka stunting serta peningkatan
konsentrasi dan kehadiran siswa di sekolah. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban
ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun dalam pelaksanaannya, program
ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan
fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Evaluasi berkala,
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pengembangan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan, serta dukungan dari komunitas lokal
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Berdasarkan penejelasan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan SD Negeri No.
122380 J1. Kain Suji?

2. Bagaimana mekanisme, bentuk, dan prosedur pengawasan yang diterapkan oleh Dinas
Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan
sesuai ketentuan di SD Negeri No. 122380 J1. Kain Suji?

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota
Pematang siantar dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di SD.
Negeri No.122380 JI. Kain Suji, dan upaya Dinas Pendidikan dalam mengatasi faktor
penghambat tersebut?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
di lingkungan SD Negeri No. 122380 JI. Kain Suji.

2. Untuk menganalisis mekanisme, bentuk, serta prosedur pengawasan yang diterapkan oleh
Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam memastikan pelaksanaan Program MBG
berjalan sesuai ketentuan di SD Negeri No. 122380 J1. Kain Suji.

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas
Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan
Program MBG di SD Negeri No. 122380 JI. Kain Suji.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk
menyelesaikan permasalahan publik melalui berbagai instrumen regulasi, program, atau strategi
implementasi (Dunn, 2016). Menurut Thomas Dye (2017), kebijakan publik dapat diartikan sebagai
"apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan", yang mencakup proses formulasi,
implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Weimer dan Vining (2017), kebijakan publik
bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta,
dan organisasi internasional. Alaslan (2021) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang menyentuh
kepentingan masyarakat luas harus mempertimbangkan daya dukung sosial dan kesiapan
infrastruktur, hal ini juga menjadi tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis,
terutama di daerah terpencil. Dalam konteks kebijakan sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis,
kebijakan publik berperan dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, seperti
makanan bergizi bagi anak-anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan sebagaimana di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah. Jabatan tertinggi ada di
Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas, dengan tugas menjamin terlaksannya proses pendidikan
disekolah-sekolah yang ada diwilayah naungannya. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengembangan pendidikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Kepala Dinas juga berhak memindahkan guru
dan memberi teguran kepala bahawannya, hingga melakukan pemecatan. Kepala Dinas juga mempunyai
tugas pokok untuk membantu Bupati dalam kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas
lain yang diberikan bupati.
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Dinas Pendidikan adalah instansi yang bertugas untuk melaksanakan urusan pendidikan supaya
terwujudnya pelayanan yang prima untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas, bermanfaat, mandiri,
dan bersaing. Di dalam lingkup Pendidikan terdiri dari perilaku pendidikan, materi Pendidikan, metode
Pendidikan, properti Pendidikan, dasar dan tujuan Pendidikan. Di dalam lingkup tersebut memiliki anak
didik sebagai objek dan tenaga pendidik sebagai subjek, serta untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar yang kondusif, lingkungan sekitar sangat berpengaruh.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai pengawas dalam mewujudkan pendidikan
yang berkualitas di sekolah dasar, contohnya seperti sering mengadakan rapat evaluasi apa yang
dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya kewajiban sekolah yang belum dilaksanakan dengan baik yang
seharusnya sekolah laksankan mungkin akibat lalai ditegur langsung oleh dinas pendidikan, dipanggil
dan dibuat rapat untuk dimintai keterangan dan dicari solusinya. lalu apabila ada dapodik sekolah yang
bermasalah atau siswanya bermasalah tetap dipantau dan dibimbing oleh Dinas”. (Kamudin, S.Pd. Kasi
kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, staf Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
akan membuat surat keluar sebagai bentuk aktivitas administrasi. Surat yang keluar dari Dinas
Pendidikan Kota Pematang Siantar harus diketahui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematang
Siantar dan surat yang keluar harus diberikan nomor dan kode surat melalui Subbagian Umum. Di dalam
Sekretariat memiliki tiga Subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Subbagian Humas dan Subbagian
Umum. Subbagian Umum merupakan kelompok kerja di sekretariat untuk melaksanaan kegiatan tata
usaha, rumahtangga, arsip dan perpustakaan Dinas Pendidikan.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori Behaviorisme pada dinas Pendidikan Penerapan teori behaviorisme dalam Pendidikan
bertujuan untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Salah satu aspek
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teori ini dapat diselaraskan dengan nilai-nilai moral dan etika
dalam Pendidikan (Hamruni, 2021).

Teori Pengawasan MBG Teori implementasi kebijakan Pressman dan Wildavsky (1984) menjadi
relevan untuk menganalisis pelaksanaan program MBG karena beberapa alasan teoretis dan praktis.
Pertama, teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan
tidak linear, melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda yang harus berkoordinasi secara
efektif. Pressman dan Wildavsky (1984) mengintroduksi konsep "linkage" atau mata rantai
implementasi, di mana semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar probabilitas terjadinya
hambatan koordinasi. Dalam konteks MBG, program ini melibatkan multiple stakeholders mulai dari
Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Kesehatan Kota, sekolah,
penyedia makanan, hingga orang tua siswa. Kedua, teori ini menggarisbawahi pentingnya implementasi
bertahap dan adaptasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif dipilih penulis karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam
bagaimana peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program MBG di lingkungan SD Negeri. 122380 JL. Kain Suji. Menurut Sugiono
(2011:13-14) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik
satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel
satu dengan variabel lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, Informan penelitian merupakan sumber utama atau pihak-pihak yang
dijadikan peneliti sebagai narasumber yang memberikan data, informasi, dan penjelasan terkait
fenomena yang diteliti. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan
informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, shingga
informasi yang diberikan relevan dan dapat mendukung analisis penelitian. Jenis data dalam penelitian
ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang dihimpun dan diolah serta di
analisis sendiri oleh peneliti / observer secara langsung dari objeknya. Sementara data sekunder, yaitu
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data penelitian yang dihimpun dari bentuk data — data yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena
telah diolah oleh orang lain (Nalom Siagian, 2021).

Keterangan/data/informasi yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
teknik pengumpulan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Adapun tahapan — tahapan yang
dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 246-
252) yaitu :

1. Reduksi data Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal — hal yang pokok,
dan memfokuskan pada hal — hal yang penting, Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan,
pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasi data mentah yang diperoleh dari
lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang
tepat dan akurat.

2. Penyajian data Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan
berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak
sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah
direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 42 penelitian ini peneliti telah
berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan
yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Setelah semua data yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan
permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang
sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian
dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir
sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar pada umumnya terhampar di dataran dengan ketinggian 400 m di atas
permukaan laut. Kota Pematangsiantar terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun.
Karena terletak dekat garis khatulistiwa Kota Pematangsiantar tergolong kedalam daerah datar, beriklim
sedang dengan suhu maksimal rata-rata 31,7”C dan suhu minimal rata-rata 20,7”C. Sumber Daya Alam
baik yang terkandung di daratan, di sungai, berupa galian pasir dan air bawah tanah merupakan potensi
ekonomi yang besar .ini berarti bahwa pengelola’an sumber daya alam secara efisien dan efektif akan
meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat .

Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak
positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat
terlaksana sesuai dengan harapan. Di kota Pematangsiantar terdapat berbagai SDA, di antaranya yang
menjadi andalan adalah: Pertanian, Perindustrian dan Jasa.

3.1. Peranan Dinas Pendidikan dalam Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyaksian dan Pengawasan Distribusi: Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (seperti
Muhammad Hamdani Lubis, SH) turun langsung menyaksikan penyaluran paket makanan bergizi
kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah untuk memastikan ketepatan sasaran. Seperti yang dikatakan
oleh bapak juanda selaku bapak seksi pembinaan sd dan smp, mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh dinas Pendidikan yaitu sebagai monitoring atau meliputi pemantauan pelaksanaan program di
sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program mbg
memastikan apakah makanan yang diterima oleh siswa siswi sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

Adapun penjelasan lebih lengkapnya yaitu meliputi:

1. Rapat Satgas Pengawasan: Dinas Pendidikan terlibat dalam Rapat Satgas MBG bersama
Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk koordinasi
pendampingan dan pengawasan teknis, terutama dalam pemenuhan persyaratan operasional
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
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2. Pengawasan Kualitas dan Gizi: Bersama pihak sekolah (seperti wakil kepala sekolah bidang
kesiswaan), Dinas Pendidikan memastikan menu yang disediakan memenuhi standar nutrisi
dan higienitas yang ditetapkan.

3. Koneksi dengan Sekolah (Dapodik): Dinas Pendidikan memastikan data penerima manfaat
(siswa) terintegrasi dengan baik untuk mempermudah distribusi melalui sistem Dapodik.

4. Monitoring di Lapangan: Pihak dinas memantau pelaksanaan makan bersama untuk
memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh siswa, bukan sekadar dibagikan.

3.2. Pelaksanaan Program Mbg Di Sekolah

Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di SD Negeri No.122380 JI. Kain Suji merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan serta konsentrasi belajar siswa di lingkungan sekolah.
Program ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak sekolah, Dinas
Pendidikan Kota Pematangsiantar, serta pihak penyedia makanan yang telah ditunjuk untuk mendukung
pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program MBG di sekolah dilakukan secara terjadwal pada
hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Makanan yang
diberikan kepada siswa telah disesuaikan dengan standar gizi yang dianjurkan, sehingga diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan nutrisi siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dalam proses pelaksanaannya, pihak sekolah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan
pembagian makanan kepada seluruh siswa. Guru dan staf sekolah turut berperan dalam mengawasi
kegiatan pembagian makanan agar berjalan dengan tertib dan lancar. Selain itu, pihak sekolah juga
memastikan bahwa makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak konsumsi dan memenuhi
standar kebersihan. Program MBG biasanya dilaksanakan pada waktu istirahat atau setelah kegiatan
belajar mengajar dimulai pada pagi hari. Siswa diarahkan untuk menerima makanan secara tertib sesuai
dengan kelas masing-masing. Guru kelas bertugas untuk membantu mengatur pembagian makanan
sekaligus memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan bagian yang sama. Selain itu, pihak sekolah
juga melakukan pencatatan terhadap jumlah makanan yang diterima serta jumlah siswa yang
mendapatkan manfaat dari program MBG. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan
kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sebagai pihak yang melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan program tersebut.

Secara umum, pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 JI. Kain Suji telah berjalan
dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan aktif pihak sekolah dalam mendukung program
tersebut serta antusiasme siswa dalam menerima makanan yang diberikan. Program ini diharapkan dapat
terus berjalan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan
dan perkembangan siswa.

3.3. Koordinasi Dinas Dan Sekolah

Koordinasi antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan,
merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan di lingkungan
sekolah. Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koordinasi dilakukan untuk
memastikan bahwa program dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak
sekolah. Program ini mulai dilaksanakan secara nasional sejak Januari 2025 dan menyasar peserta didik
dari berbagai jenjang pendidikan guna mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar
siswa di sekolah.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan pihak
sekolah, termasuk SD Negeri No.122380 J1. Kain Suji, dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi
dan kerja sama. Dinas Pendidikan berperan dalam memberikan arahan, pedoman pelaksanaan program,
serta melakukan pengawasan terhadap jalannya program di sekolah. Sementara itu, pihak sekolah
bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembagian makanan bergizi kepada siswa sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan
secara berkala. Melalui kegiatan ini, pihak Dinas Pendidikan dapat melihat secara langsung proses
pelaksanaan program MBG di sekolah serta memberikan masukan apabila ditemukan kendala dalam
pelaksanaannya. Monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan
kepada siswa memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG juga melibatkan pihak lain seperti penyedia
makanan atau dapur umum yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada sekolah-
sekolah penerima program. Menu makanan yang diberikan kepada siswa dirancang agar mengandung
berbagai sumber gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sehingga dapat membantu
meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sangat diperlukan agar
pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kedua
pihak tersebut, pelaksanaan Program MBG di sekolah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi
peserta didik, baik dalam meningkatkan kesehatan maupun dalam mendukung proses pembelajaran di
sekolah.

3.4. Kendala Pelaksanaan Program
1. Faktor Penghambat Pengawasan Program MBG

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaan pengawasan terhadap program
MBG juga menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan
oleh Dinas Pendidikan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterbatasan
jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan. Dengan jumlah sekolah
yang cukup banyak, petugas pengawas dari Dinas Pendidikan sering kali mengalami
keterbatasan dalam melakukan pemantauan secara rutin di seluruh sekolah.

Keterbatasan ini dapat menyebabkan pengawasan tidak dilakukan secara maksimal sehingga
beberapa permasalahan di lapangan mungkin tidak terdeteksi dengan cepat.

3. Kendala Distribusi dan Logistik

seperti yang dikatakan bapak juanda panjaitan, Program MBG melibatkan proses distribusi
makanan dari dapur SPPG ke berbagai sekolah. Dalam pelaksanaannya, proses distribusi ini
dapat menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pengiriman makanan, kondisi
transportasi, maupun keterbatasan sarana distribusi.

Kendala logistik tersebut dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh siswa
serta menyulitkan pihak pengawas dalam memastikan bahwa makanan yang diberikan masih
dalam kondisi layak konsumsi.

4. Pengawasan Kualitas dan Keamanan Pangan

Dalam beberapa kasus di Indonesia, pelaksanaan program makan gratis pernah menghadapi
permasalahan terkait kualitas makanan, bahkan terjadi kasus keracunan makanan akibat
pengelolaan yang kurang optimal. Namun melalaui hasil wawancara dengan bapak juanda,
beliau mengatakan sejauh ini belom ada masalah keracunan pada sekolah yang menerima mbg
di kota pematang siantar. Kalaupun ada yg mengeluh sakit perut itu bisa terjadi jika
keterlambatan pengiriman mbg ke sekolah. Karena siswa siswi sudah terlebih dahulu
merasakan kelaparan karna kurang tepat waktu dalam pengiriman makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap standar kebersihan, pengolahan makanan,
serta distribusi menjadi sangat penting agar program MBG dapat berjalan dengan aman bagi
siswa.

5. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Program

Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan, standar gizi, maupun mekanisme

pelaporan dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.
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3.5. Pengawasan Pelaksanaan Program MBG di SPPG

Dalam pelaksanaan suatu program, pengawasan menjadi salah satu aspek yang penting untuk
memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Menurut Husnaini (2008), pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
kegiatan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan serta untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di SPPG Jalan Cendana, diketahui bahwa
pengawasan terhadap kegiatan di dapur dilakukan oleh pihak terkait yang datang langsung ke lokasi
untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Peran Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Program ini mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2025 dan menjadi salah satu
program strategis pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program tersebut
dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional yang bertugas mengelola pemenuhan gizi bagi masyarakat,
termasuk peserta didik di sekolah. Di Kota Pematangsiantar, program MBG mulai disalurkan pada
tanggal 19 Mei 2025 kepada beberapa sekolah dari jenjang SD hingga SMK. Pada tahap awal, sebanyak
2.081 porsi makanan bergizi didistribusikan kepada siswa di beberapa sekolah penerima manfaat,
termasuk SD Negeri No.122380 yang menerima sekitar 159 porsi makanan bergizi untuk para siswa.

Dalam konteks implementasi kebijakan, peran Dinas Pendidikan dapat dianalisis menggunakan
teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah di SD Negeri No.122380, diketahui
bahwa Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah
sebelum pelaksanaan program. Koordinasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi mengenai mekanisme
pelaksanaan program MBG, tata cara pendistribusian makanan, serta prosedur pelaporan kegiatan
kepada pihak dinas.

Dari aspek komunikasi, Dinas Pendidikan berperan menyampaikan informasi mengenai tujuan dan
mekanisme program kepada pihak sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan sekolah menjadi
faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dari aspek sumber daya, Dinas Pendidikan
bekerja sama dengan penyedia makanan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam
mendistribusikan makanan kepada siswa. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan juga turut berperan
dalam membantu proses pembagian makanan kepada siswa di sekolah. Dari aspek disposisi, pihak
sekolah menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini terlihat dari dukungan
kepala sekolah dan guru dalam membantu pelaksanaan pembagian makanan kepada siswa.

Sementara itu dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah. Struktur birokrasi
tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan
terawasi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota
Pematangsiantar memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan
program MBG di lingkungan sekolah.

4.2. Efektivitas Program MBG

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Dalam konteks program MBG, tujuan utama program adalah meningkatkan
asupan gizi peserta didik sehingga dapat mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar
siswa.

Pelaksanaan program MBG di Kota Pematangsiantar memberikan dampak positif bagi siswa,
terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar di
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sekolah. Program ini juga diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih fokus dalam mengikuti proses
pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di SD Negeri No.122380, diketahui bahwa
siswa menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap program MBG. Siswa merasa senang karena
mendapatkan makanan bergizi secara gratis di sekolah. Selain itu, program ini juga membantu siswa
yang sebelumnya tidak membawa bekal dari rumah.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards 111, keberhasilan
suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri No.122380 J1. Kain Suji dapat dianalisis melalui
tiga faktor utama yaitu komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, dan sikap positif
dari para pelaksana program.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi yang baik
akan memastikan bahwa informasi mengenai tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan
program dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur yaitu kejelasan
informasi, konsistensi pesan, serta penyampaian informasi yang tepat kepada pihak pelaksana.

Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 JI. Kain Suji, komunikasi antara
pihak Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dengan pihak sekolah dilakukan melalui kegiatan
sosialisasi dan koordinasi sebelum program dilaksanakan. Melalui kegiatan tersebut, pihak
sekolah diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembagian makanan, jadwal pendistribusian,
serta prosedur pelaporan pelaksanaan program kepada dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di SD Negeri No.122380, diperoleh
informasi bahwa pihak sekolah telah menerima arahan dari Dinas Pendidikan mengenai
pelaksanaan program MBG. Informan menyampaikan bahwa:

“Pihak Dinas Pendidikan sebelumnya sudah memberikan penjelasan kepada sekolah mengenai
pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk cara pembagian makanan kepada siswa serta
bagaimana pelaporan kegiatan kepada dinas.” (Hasil wawancara dengan guru SD Negeri
No.122380, tahun 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah telah
dilakukan dengan cukup baik sehingga pihak sekolah memahami perannya dalam pelaksanaan
program MBG.

2. Faktor Dukungan Sumber Daya

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu
kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan
logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380, sumber daya manusia yang terlibat
antara lain kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang membantu dalam proses
pembagian makanan kepada siswa. Selain itu, pihak penyedia makanan juga berperan dalam
menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada sekolah penerima program.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, diketahui bahwa guru-guru turut
membantu dalam proses pembagian makanan kepada siswa agar pelaksanaan program dapat
berjalan dengan tertib dan lancar. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program ini, guru-guru juga ikut membantu mengatur siswa saat pembagian
makanan agar prosesnya berjalan tertib dan semua siswa bisa mendapatkan makanan.” (Hasil
wawancara dengan pihak sekolah SD Negeri No.122380, tahun 2025).\

Selain dukungan sumber daya manusia, keberadaan fasilitas seperti tempat pembagian makanan
dan sarana pendukung lainnya juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan program MBG di sekolah.
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3. Faktor Sikap atau Disposisi Pelaksana Program
Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap
dari para pelaksana program. Disposisi berkaitan dengan komitmen, dukungan, serta kesediaan
para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380, sikap pelaksana program
menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan tersebut. Pihak sekolah mendukung
pelaksanaan program karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam
membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, diketahui bahwa program MBG
mendapatkan respon yang baik dari guru maupun siswa. Salah satu informan menyampaikan
bahwa: “Program ini sangat membantu siswa, terutama bagi siswa yang tidak sempat membawa
bekal dari rumah. Anak-anak juga terlihat senang ketika mendapatkan makanan dari program ini.”
(Hasil wawancara dengan guru SD Negeri No.122380, tahun 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap positif dari para pelaksana program di sekolah menjadi
salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, jika
dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, pelaksanaan
program MBG di SD Negeri No.122380 JI. Kain Suji dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang cukup
jelas antara pemerintah daerah dan pihak sekolah, dukungan sumber daya yang memadai dalam
pelaksanaan program, serta sikap positif dari para pelaksana program yang mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah
daerah dan pihak sekolah, program MBG di SD Negeri No.122380 dapat berjalan dengan cukup baik
dan memberikan manfaat bagi siswa.

4.3. Analisis Kendala Pengawasan

Meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah
keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara langsung di setiap sekolah
penerima program. Dinas Pendidikan harus mengawasi banyak sekolah sekaligus sehingga pengawasan
tidak selalu dapat dilakukan secara intensif di setiap sekolah. Selain itu, kendala lain yang muncul
berkaitan dengan proses distribusi makanan dari dapur penyedia makanan menuju sekolah. Dalam
beberapa kasus, keterlambatan distribusi makanan dapat mempengaruhi jadwal pembagian makanan
kepada siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah di SD Negeri No.122380, kendala lain yang
muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan makanan dan alat makan
bagi siswa. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pembagian makanan di sekolah.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, kendala tersebut
berkaitan dengan faktor sumber daya dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya optimal dalam
mendukung pelaksanaan program di lapangan.

4.4. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, diperlukan
upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak
sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas
Pendidikan Kota Pematangsiantar dengan pihak sekolah serta penyedia makanan. Koordinasi yang baik
akan membantu memastikan bahwa proses distribusi makanan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah. Monitoring tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi dan keamanan
pangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan melakukan pencatatan jumlah makanan yang diterima serta melaporkan pelaksanaan
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program kepada Dinas Pendidikan secara berkala. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi
pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.

Apabila dilihat dari teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards 111, upaya tersebut
berkaitan dengan peningkatan komunikasi, penguatan sumber daya, serta perbaikan koordinasi dalam
struktur birokrasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya upaya
perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 dapat berjalan
lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam
Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah
SD Negeri No.122380 Jalan Kain Suji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri No. 122380 Kota Pematang
Siantar, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar memiliki peran
penting dalam mendukung implementasi Program tersebut. Peran tersebut terlihat melalui
kegiatan koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di
lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, penyedia makanan, serta pihak sekolah dalam memastikan bahwa
program dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 J1.Kain Suji dapat di analisis menggunakan
teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang menekankan empat variabel
utama yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari aspek
Komunikasi, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak sekolah
sebelum pelaksanaan program MBG. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung
oleh keterlibatan kepada sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak penyedia makanan yang
membantu proses pendistribusian makanan kepada siswa. Selain itu, dari aspek disposisi atau
sikap pelaksana program, pihak sekolah menunjukkan sikap yang positif dan mendukung
terhadap pelaksanaan program karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa. Sementara itu, dari
aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah sehingga program dapat berjalan
secara terkoordinasi.

3. Secara umum pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 dapat dikatakan berjalan
cukup baik dan memberikan dampak positif bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan
kebutuhan gizi serta meningkatkan antusiasisme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
di sekolah. Program ini juga memberikan manfaat bagi siswa yang sebelumnya tidak membawa
bekal dari rumah sehingga kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar dapat
terpenuhi dengan lebih baik.

4. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi.
Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan
secara langsung di setiap sekolah penerima program, keterlambatan distribusi makanan dari dapur
penyedia makanan menuju sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah seperti
tempat penyimpanan makanan dan alat makan bagi siswa. Selain itu, pelaksanaan program MBG
di Kota Pematang Siantar juga masih belum merata karena belum seluruh sekolah dapat menerima
manfaat dari program tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dapur penyedia
makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta proses
pembangunan fasilitas pendukung yang masih berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan
penyaluran program MBG masih terbatas pada beberapa sekolah dan belum sepenuhnya
menjangkau sekolah-sekolah lain, terutama yang berada di wilayah yang lebih jauh atau terpencil.

5. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang melibatkan
berbagai pihak, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota
Pematang Siantar, pihak sekolah, serta penyedia makanan agar proses distribusi makanan dapat
berjalan lebih efektif. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan
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untuk memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga
diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta pengoperasian SPPG agar penyaluran
program MBG dapat menjangkau lebih banyak sekolah secara merata. Dengan adanya upaya
tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Pematang Siantar dapat
berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan Kesehatan
dan kualitas belajar peserta didik.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan dan
pengawasan program MBG, yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Dinas Pendidikan
diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG
di sekolah-sekolah penerima manfaat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat
mempercepat pembangunan serta pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar
program MBG dapat menjangkau lebih banyak sekolah secara merata, termasuk sekolah-sekolah
yang berada di wilayah yang lebih jauh atau terpencil.
2. Bagi pihak sekolah
Pihak sekolah diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan mengelola
proses pembagian makanan secara tertib dan terorganisir. Selain itu, sekolah juga diharapkan
dapat meningkatkan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan makanan serta sarana
pendukung lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan nyaman bagi siswa.
3. Bagi Penyedia Makanan atau SPPG
Penyedia makanan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam proses pendistribusian
makanan ke sekolah serta memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa telah
memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus
pada satu sekolah penerima program MBG. Oleh karena itu, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat
melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak sekolah sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program MBG di Kota
Pematang Siantar.
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